BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan masyarakat Indonesia saat ini,
telah menunjukkan eksistensi yang sangat signifikan. Lembaga keuangan
dengan konsep syari’ah sangat diminati masyarakat mulai dari skala makro
misalnya Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar
Modal Syariah dan lain sebagiannya bahkan pada skala mikro terdapat
lembaga keuangan syariah misalnya Koperasi Syariah, Badan pembiayaan
Rakyat (BPR) Syariah, dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) untuk melayani
dalam menyalurkan dan menghimpun dana serta sebagai penunjang
kestabilan perputaran uang dari masyarakat.

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan
yang melaksanakan kegiatan usahanya sesuai atau mendasarkan pada
prinsip-prinsip syariah. Adanya adalah untuk meninggalkan unsur-unsur
yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan pondasi
syari’ah yang sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah.! Adapun fungsi dan
peran Lembaga Keuangan Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat
untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, menciptakan liquiditas
sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan,

memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang

! Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah (Y okyakarta: Graha Ilmu, 2014), 13.



dipercayakan serta melancarkan pertukaran produk (barang atau jasa) dengan
menggunakan jasa keuangan.?

Produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah
berlandaskan pada al-Qur’an dan as-Sunnah sesuai prinsip Syariah. Islam
adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga menganjurkan
tolong-menolong antar sesama dalam hal kebaikan Sebagaimana firman

Allah SWT dalam surat A/-Ma’idah (5) ayat 2:
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya

Allah Amat berat siksa-Nya.?

Kerjasama dalam bidang ekonomi adalah bentuk tolong menolong.
Kerjasama dalam bidang ekonomi ini bisa dalam bentuk penyaluran ataupun
penghimpunan dana. Dalam suatu bisnis atau usaha modal ataupun skill
(keahlian) sangat dibutuhkan. Baitul mal wat Tamwil adalah salah satu
bentuk solusi aternatif yang bertujuan meningkatkan kualitas usaha
ekonomi.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan

pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama di bidang keuangan.

Istilah BMT adalah gabungan dari Baitul mal dan Baitut tamwil. Baitul mal

2 Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha
[lmu, 2010), 14.

3 Departemen Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT Sygma Examedia
Arkanleema, 2007), 106.



adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat
non-profit. Sumber dananya diperoleh dari zakat, infak dan shadaqah serta
sumber lainnya yang halal. Sedangkan baifut tamwil adalah lembaga
keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana yang
bersifat profit. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan, dan
penyaluran dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan
prinsip syari’ah.*

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam pembiayaan yang
dilakukan dengan akad yang sesuai akad syariah telah menjadi bagian dari
tradisi umat Islam sejak zaman Rasululah SAW. Praktik-praktik seperti
menitipkan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk
keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah dilakukan sejak
jaman Rasulullah SAW .’

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) An-nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah
sebuah lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada penghimpun dana
anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor
ekonomi yang halal dan menguntungkan. Tugas pokok adalah sebagai
penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat. Produk simpanan yang
ditawarkan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah simpanan

Mudharabah, simpanan Qurban dan Aqiqoh dan simpanan pendidikan

4 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Y okyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 81.

SAdiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan (Edisi Ketiga) (Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada, 2006), 18.



sedangkan produk pembiayaan adalah pembiayaan Murabahah Bai’
Bisthaman Ajil, pembiayaan Qard Hasan, Gadai Syari’ah, dan pembiayaan
Musharakah.

Mousharakah atau Shirkah adalah salah satu produk yang sering
digunakan nasabah BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dalam pembiayaan
pinjaman. Secara etimologis, Musharakah adalah penggabungan,
percampuran, atau serikat. Adapun secara terminologis Musharakah adalah
kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan
bahwa keungtungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, musharakah adalah akad kerjasama diantara kedua pihak atau lebih
untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi
dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan
kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-
masing.

Akad pembiayaan Musharakah ini digunakan untuk pengembangan
usaha yang bersifat menguntungkan. Pihak BMT akan memberikan modal
usaha sesuai keinginan nasabah dengan bagi hasil yang telah ditentukan.

Bagi Hasil disini adalah suatu laba atau keuntungan yang telah diperoleh

¢ Mardani, Hukum Bisnis Syari’ah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 142.



dari pendapatan usaha.” Sebelum mendapatkan pinjaman, nasabah yang akan
mengajukan pembiayaan akan mengisi formulir surat permohonan
pembiayaan akad Musharakah dengan melampirkan fofo copy KTP, kartu
keluarga dan fofo copy BPKB sebagai jaminan. Nasabah melalui prosedur
interview oleh direktur utama BMT mengenai usaha apa yang akan
dikembangkan. Nasabah juga akan diberikan penjelasan tentang akad
musharakah serta persetujuan kontrak akad musharakah hitam diatas putih.
Seanjutnya wakil direktur melakukan pemberian modal pinjaman,
menentuan nisbah bagi hasil serta jangka waktu angsuran pinjaman.

Akad musharakah yang dibahas peneliti ini antara pihak ke dua yaitu
nasabah dan pihak BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, yang mana
nasabah yang telah mengajukan suatu pinjaman akan melakukan suatu
prosedur pembayaran angsuran yang telah ditentukan oleh pihak BMT dalam
jumlah antara pinjaman dan bagi hasil perbulannya sama dengan jumlah
bulan selanjutnya.

Pada akad pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru
Sidoarjo, BMT dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam
usaha. Pengembalian hasil usaha tergantung pada nisbah bagi hasil yang
disepakati BMT dan nasabah. Semakin tinggi kinerja usaha nasabah,
semakin tinggi pula bagi hasil untuk masing-masing pihak.

Masalah muncul dalam penetapan bagi hasil di BMT An-Nur

Rewwin Waru Sidoarjo yang berkaitan dengan akad musharakah tersebut,

’Sri Nurhayati Wasilah, Akutansi Syariah di Indonesia, Cet. 4 (Jakarta: Salemba Empat, 2015),

146.



adalah prosedur penerapan bagi hasil yang mana pihak BMT An-Nur
Rewwin menetapkan pendapatan tetap serta tidak tergantung pada omset
usaha. Nasabah harus membayar angsuran dengan porsi yang telah
ditentukan diawal perjanjian (dengan nominal) sama perbulannya tanpa
mengetahui perputaran usaha serta bagi hasil yang telah diperoleh.

Sistem pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru
Sidoarjo terlihat sama seperti dengan sistem pembiayaan di bank
konvensional. Tidak terdapat penjelasan maupun rincian perhitungan bagi
hasil yang semestinya diketahui dan disepakati bersama oleh nasabah. Dalam
kontrak perjanjian akad terdapat penentuan prakiraan keuntungan yang
ditentukan di awal perjanjian yang mana setiap usaha tidaklah terus berjalan
lancar dan tidak tergantung pada omset usaha. Tidak dituliskan pula
prosentase bagi hasil yang seharusnya menjadi patokan Bagi hasil dalam
pembiayaan akad musharakah. Penentuan sepihak oleh mitra tanpa
penjelasan yang jelas. Padahal seharusnya dalam akad pembiayaan
musharakah keuntungan atau bagi hasil haruslah dibagi secara proporsional
diketahui kedua belah pihak dan tertuang jelas dalam akad perjanjian
nominal serta prosentase jumlahnya.

Pada dasarnya BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo telah
memberikan bantuan berupa dana dalam membantu memecahkan persoalan
ekonomi masyarakat, namun demikian apakah penerapan bagi hasil dalam

pembiayaan musharakah sesuai dengan prinsip syariah serta hukum Islam.



Apakah pihak BMT memperhatikan ketentuan dasar mengenai penerapan
bagi hasil dalam pembiayaan musharakah.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Musharakah di BMT

An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Identifikasi masalah  menjelaskan  kemungkinan-kemungkinan
cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi
dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga
sebagai masalah. Kemudian, ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi
itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas.® Dari
uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah-masalah yang
dapat di identifikasi yaitu:
1. Latar belakang akad pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin
Waru Sidoarjo
2. Penerapan pembiayaan musyarakah di BMT An-Nur Rewwin Waru
Sidoarjo
3. Bagi hasil seperti apa yang diterapkan di BMT An-Nur Rewwin Waru

Sidoarjo

8 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis
Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.



4. Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam pembiayaan musharakah
di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penulis merasa perlu untuk
memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar pada pokok
bahasan masalah yaitu:

1. Penerapan bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur
Rewwin Waru Sidoarjo

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Penerapan bagi hasil dalam pembiayaan
musharakah di Bmt An-nur Rewwin Waru Sidoarjo

Sehingga penulis hanya membatasi permasalahan yang diteliti pada
tinjauan hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dalam pembiayaan

musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

. Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil berberapa
permasalahan pokok dan akan dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana Penerapan bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT
An-Nur Rewwin Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dalam

pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo?



D. Kajian Pustaka
Penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penerapan bagi
hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru

Sidoarjo secara khusus belum pernah dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi

secara umum dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya,
Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah yang bernama R.B.M Saiful Arif
pada tahun 2007 dengan judul Tinjauan hukum Islam tentang akibat
hukum dalam pembiayaan musharakah di Bank Muamalat Surabaya.
Fokus skripsi ini terletak pada bagaimana akibat hukum wanprestasi
dalam pembiayaan musharakah di PT. Bank Muamalat Indonesia menurut
hukum Islam. hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi atau hukum
Islam yang ditetapkan PT. Bank Muamalat Surabaya kepada nasabahnya
telah sesuai dengan hukum Islam. Dimana Bank selalu memberikan
kelonggaran waktu bagi nasabahnya yang wanprestasi (sesuai dengan
surat Al-Baqarah: 280), dan dalam penyelesaiannya selalu tolong-
menolong (sesuai dengan QS. Al-Maidah:2) selain itu nasabah juga
memberlakukan kebijakan write off atau penghapusan pinjaman bagi
nasabah yang wanprestasi dikarenakan keadaan memaksa atau
overmatch.’

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya,

Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah yang bernama Sofie

® RB.M Saiful Arif, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akibat Hukum Dalam Pembiayaan
Musharakah di Bank Muamalat Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 6.
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Alfiani Zulfa tahun 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Jaminan
dan Pelelangan dalam Pembiayaan Musharakah di BMT An-Nur Rewwin
Waru Kabupaten Sidoarjo. Fokus skripsi ini terletak pada jaminan dan
pelelangan dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin
Waru Sidoarjo apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. hasil penelitian
menyimpulkan bahwa jaminan dalam pembiayaan musharakah yang ada
di BMT An-Nur Rewwin Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah pengikat
antara pihak BMT dan nasabah sedangkan pelelangan jaminan dilakukan
apabila nasabah tidak mampu membayar ka pihak BMT akan memberikan
peringatandan pemberian pilihan untuk dijual barang jaminana atau
melunasi sisa pembayaran. Ditinjau dari hukum Islam jaminan dan
pelelangan adalah diperbolehkan dalam Islam sementara menjual jaminan
juga diperolekan dalam hukum Islam sesuai dengan hadis nabi: penjamin
adalah orang yang berkewajiban dalam pembayaran.'”

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya,
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah,
yang bernama M. Taufiqurrosyiddin Abdillah tahun 2014 dengan judul
Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad musharakah
mutanaqisah sebagai solusi akad pembiayaan kredit pemimilikan rumah

pada bank syari’ah (studi kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang

Surabaya). Fokus Skripsi ini terletak pada dasar pertimbangan

10 Sofie Alfiani Zulfa, “Tinjauan Hukum Islam Jaminan dan Pelelangan Pembiayaan Musharakah
di BMT AN-Nur Rewwin Waru Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya,
2017), 10.
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implementasi akad musharakah mutanaqisah sebagai solusi akad
pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) di PT. Bank Muamalat
Indonesia cabang surabaya apakah sudah sesuai dengan tinjauan hukum
Islam. hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Bank
Muamalat Indonesia mengeluarkan akad musharakah mutanaqisah yaitu
untuk meminimalisir risiko kelalaian atau default yang terjadi apabila
pembiayaan KPR menerapkan akad murabahah. Implementasi akad
musharakah mutanaqgisah dalam produk pembiayaan KPR di Bank
muamalat indonesia jika ditinjau dari segi nilai-nilai muamalah Islam
sudah sesuai serta memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Oleh
karenanya bank muamalat sudah memberikan kontribusi dana kepada
masyarakat.'!

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum
Ekonomi Syariah, yang bernama Nur Afrida tahun 2017 dengan judul
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyimpangan Pembiayaan Musharakah
di BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Fokus
skripsi ini adalah praktik penyimpangan pembiayaan musharakah apakah
dibenarkan dalam hukum Islam. hasil penelitian menyimpulkan bahwa
penyimpangan pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru

Sidoarjo dalam awal akadnya sah, karena memenuhi syarat dan rukun

""M. Taufiqurrosiddin Abdillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad
Musharakah Mutanaqgisah Sebagai Solusi Akad Pembiayaan Kredit Pemimilikan Rumah Pada
Bank Syari’ah (studi kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya)” (Skripsi--UIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 10.
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yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000
tentang pembiayaan musharakah yang diperuntukkan untuk usaha. akan
tetapi batal ketika salah satu pihak menyalahgunaan peruntukkan dana
pinjaman, dimana dana seharusnya untuk wusaha digunakan untuk
keperuan konsumtif.'?

Ringkasnya meskipun ada karya tulis terdahulu yang membahas
tentang pembiayaan musharakah tentang akibat hukum musharakah,
pelelangan dan jaminan musharakah, implementasi akad musharakah
mutanaqisah serta penyalahgunaan pembiayaan musharakah, namun objek
yang dibahas berbeda dengan penulis yakni Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penerapan Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musharakah Di BMT An-Nur

Rewwin Waru Sidoarjo.

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai
oleh peneliti melalui penelitian yang telah dilakukannya. Tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian antara lain:
1. Mengetahui bagaimana penerapan bagi hasil dalam pembiayaan

musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

2 Nur Afrida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyimpangan Pembiayaan Musharakah di
BMT An-Nur Rewwin Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2017), 6.
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2. Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan bagi
hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru

Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi
manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Adapun kegunaan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah dan memperluas wawasan serta pegetahuan tentang penerapan
bagi hasil akad pembiayaan musharakah yang sesuai dengan hukum Islam,
sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam memahami
hukum Islam.

2. Diharapkan hasil skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan
sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam, untuk dijadikan
sebagai salah satu metode 7jfihad terhadap peristiwa-peristiwa yang
muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukumnya serta sebagai
masukan dan sumbangsih pemahaman kepada masyarakat tentang hukum

praktik Pembiayaan Musharakah.

G. Definisi Operasional
Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “ Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil dalam Pembiayaan

Mousharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo”, maka perlu untuk
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menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami

judul skripsi.

Hukum Islam

Bagi Hasil

Musharakah

:Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait
dengan hukum Muamalah yang berkaitan dengan
pembiayaan musharakah yang bersumber dari Al-Qur’an
dan Al-Hadist secara 7jtihad ulama’ (pendapat para
ulama fiqih), Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah yang bisa dijadikan rujukan dalam
setiap permasalahan.

:Pembagian atas pendapatan atau keuntungan yang
diperoleh dari aktifitas usaha yang dilakukan oleh dua
pihak atau lebih.!* Penelitian ini yang dimaksud bagi
hasil adalah suatu keuntungan atau omset dari usaha
yang dikelola dan dihasilkan oleh nasabah dari dana
pinjaman yang diberikah oleh pihak BMT An-Nur
Rewwin yang mana diangsur bersamaan dengan
angsuran pokok, diangsur dalam perbulannya.

:Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu, di mana masing-masing pihak
memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan

13 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syariah (Edisi Revisi) (Jakarta: Zikrul Hakim,

2007), 171.
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kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.!* Pada
penyertaan modal awal perjanjian bagi hasil pihak BMT
An-Nur Rewwin kepada nasabah terdapat suatu
perbedaan, yaitu adalah prosedur penerapan bagi hasil
yang mana pihak BMT An-Nur Rewwin menetapkan
pendapatan tetap serta tidak tergantung pada omset

usaha.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang perlu dihimpun untuk

menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Maka data yang perlu

dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

a.

Data penelitian ini dilakukan di BMT An-Nur Rewwin Waru
Sidoarjo.

Data tentang penentuan bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di
BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Data tentang penerapan Bagi hasil dalam pembiayaan musharakah di

BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

14 Sri Nur Hayati, Wasilah, Akutansi Syariah di Indonesia (Edisi 4) (Jakarta: Salemba Empat,

2015), 150.
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2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh.'> Maka

sumber data diperoleh dari menelaah data-data yang ada. Sumber-sumber

data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data

sekunder.

a.

Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk
memperoleh data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.'®
Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari
informasi dengan pengambilan data secara langsung atau yang
dikenal dengan istilah 7nterview (wawancara) serta keterangan
langsung dari bapak juriyanto, bapak faiz, ibu sri endah, ibu slamet
serta ibu suryati yang mana sebagai nasabah BMT An-Nur Rewwin
Waru Sidoarjo, bapak gunung rijadi sebagai general manager BMT
AN-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dan bapak yudi budiman sebagai
wakil ketua BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.
Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapat tidak secara
langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah
jadi yang dikumpulkan oleh lain dengan berbagai cara atau metode.!”

Yakni data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur serta karya-

15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Bina Aksara,

2002), 102.

16 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Y okyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236.
17 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet. 7 (Yokyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 92.
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karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian, yang dalam
hal ini berkaitan dengan muamalah dan akad musharakah.

Dengan sumber data sekunder, peneliti akan mencari
keterangan berdasarkan kitab, buku, dan dokumen yang ada
kaitannya dengan penelitian ini, serta menggunakan bahan pustaka
yang dapat menunjang penelitian ini seperti karya ilmiah dan data
yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi adalah teknik
pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara
langsung.'® Yaitu dengan mengamati proses bagaimana penerapan
bagi hasil pada pembiayaan musharakah Di BMT An-Nur Rewwin
Waru Sidoarjo.

b. Wawancara

Wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang
dilakukan dengan bertannya langsung kepada responden sesuai
dengan pedoman wawancara.'® Teknik ini bertujuan untuk
mengumpulkan data dari subyek-subyek yang mengetahui dan
terlibat langsung dengan apilikasi penerapan bagi hasil dalam
pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

4. Teknik Mengolah Data

18 Burhan Asshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 26.
19 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 155.
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Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengelolaan data
dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. FEditing, yakni memeriksa kembali data-data yang diperoleh, dengan
memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi meliputi
kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian,
kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan di BMT An-Nur
Rewwin Waru Sidoarjo.?°

b. Organizing, yakni mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi
sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai
dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang
diperoleh dari BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.?!

c. Analyzing, yaitu memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing
dan organizing data yang telah diperoeh dari sumber-sumber
penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya,
sehingga diperoleh kesimpulan di BMT An-Nur Rewwin Waru
Sidoarjo.??

5. Teknik Analisis Data
Data-data yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan
dianalisis secara kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertuis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati dengan metode yang telah ditemukan.

20 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 135.
21 Tbid.,154.
22 Tbid.,195.
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a. Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara menuturkan dan
menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Metode ini
digunakan untuk mengetahui gambaran tentang proses penerapan bagi
hasil dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru
Sidoarjo, selanjutnya akan ditinjau dalam Prespektif Hukum Islam
khususnya musharakah.

b. Pola Pikir Deduktif, yaitu cara pengertian-pengertian atau fakta-fakta
yang bersifat umum tentang penentuan bagi hasil pembiayaan
musharakah dalam hukum Islam, kemudian diteliti dan akhirnya
ditarik kesimpulan ke wilayah khusus pada penentuan bagi hasil pada

BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membagi lima bab yang
sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan penelitian ini
sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang landasan teori tentang musharakah meliputi:
Pengertian musharakah, dasar hukum musharakah, rukun dan syarat

musharakah, macam-macam musharakah dan berakhirnya perjanjian
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musharakah, manfaat musharakah, fatwa DSN-MUI tentang musharakah
dan bagi hasil musharakah.

Bab III, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian, yang berisi
gambaran umum tentang BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo
diantaranya: latar belakang berdirinya BMT An-Nur Rewwin Waru
Sidoarjo, visi misi BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, badan hukum
BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo, Struktur organisasi dan job
description meliputi: produk-produk BMT An-Nur Rewwin Waru
Sidoarjo, serta cara penerapan bagi hasil pembiayaan musharakah
meliputi: prosedur pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin
Waru Sidoarjo, margin bagi hasil pada pembiayaan musharakah, teknik
perhitungan margin bagi hasil pada pembiayaan musharakah di BMT An-
Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Dan fakrtor-faktor Penerapan Bagi Hasil
dalam pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Bab VI, bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam yang berisi
tentang Analisis apilikasi penerapan bagi hasil dalam pembiayaan
musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo serta Analisis
hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dalam pembiayaan
musharakah di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo.

Bab V, bab ini berisi tentang penutup yang berisi tentang

kesimpulan mengenai persoalan-persoaan disertai saran.



